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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menggunakan asas demokrasi yang

selalu mengupayakan sesuatu pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan

rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasal 1

ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Aulia,

2011:28) memberikan penekanan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar”. Kedua landasan tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi

negara berada di tangan rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat, biasa diidentikkan dengan

penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pertimbangan bahwa melalui proses

pemilu, seluruh rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin

dengan harapan demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pemilu berbagai bentuk

demokratisasi di Indonesia semakin nyata dengan adanya undang-undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsep dan gagasan besar

demokrasi yang berarti merujuk (Locke dan Rousseau, 1960:310) keterjaminan

kebebasan keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Demokrasi

terkandung nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus

dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif,

yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun

masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen

masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara



aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-

bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi

bagian dariproses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikusertaan mereka

masih cenderung prosedural dan momentum.

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi memiliki hak sebagai warga

negara untuk menyalurkan hak-hak politiknya melalui pemilu, peran dan

partisipasi rakyat begitu juga siswa selaku pemilih pemula ini men-jadi bukti

bahwa nilai-nilai demokrasi masih berjalan dengan baik. Jika tidak ada pemilu

maka rakyat tidak berdaulat, karena dengan pemilu, rakyat dapat menentukan

siapa yang menjadi wakil-wakil dan pemimpinnya di kursi pemerintahan sehingga

mereka dapat menjadi operator negara dalam menggapai harapan rakyat. Dalam

pelaksanaannya, pemilu sangat bergantung pada pengadopsian sistem

pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, karena akan mempengaruhi model

pelaksanaan kegiatan pemilu. Sistem pemerintahan yang dimaksud di sini adalah

berkaitan dengan pengertian regeringsdaad, yaitu penyeleng-garaan pemerintahan

oleh eksekutif dalam hubungannyadengan kekuasaan legislatif (Asshiddiqie,

2007:221).

Definisi tentang pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi.

Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh

rakyat seluruhnya. Karenanya, sistem pemerintahan yang demokratis harus diatur

sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan

secara langsung atau tidak langsung. Pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi

tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan,

di mana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan

berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat

terlibat secara langsung dalam pemerintahan.

Dalam manusia pasti memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi

dalam pemilihan umum, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi

manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang

melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa

yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia,

pemerintah maupun oleh negara. Keberadaan hak asasi manusia ini bersifat

melekat dan tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh

siapa-pun-dan-kapanpun.

Hak pilih dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi

persyaratan. Dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum

merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk

menyelidiki, menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam

memutuskan siapa yang akan dipilih. Pemilihan umum merupakan bentuk murni

dari penerapan demokrasi, walaupun demokrasi tidak bisa disamakan dengan

pemilihan umum secara seutuhnya. Namun, pemilu bisa disebut salah satu aspek

dari demokrasi. Oleh sebab itu, baiknya di negara yang menggunakan sistem perlu

demokrasi maka perlu melakukan pelaksanaan pemilu yang periodik dalam

pemilih para penguasa atau wakil dari raknyat dalam bidang legislatif maupun

eksekutif.

Konteks ini yang berkenaan dengan pemilihan umum bagi siswa sebagai

masyarakat pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan legislatif diharapakaan

dapat dijadikan dalam proses pembelajaran pendidikan politik untuk memahami

kehidupan bernegara dan sebagaimana diketahui bahwa pemilihan umum

merupakan proses pergantian pemimpin negara yang secara sah diakui oleh

hukum, serta momentum bagi rakyat untuk secara langsung menentukan pasangan

presiden,wakil presiden dan calon legislatif.

Pemilih dalam hal ini termasuk didalamnya para pemilih pemula seperti

para siswa yang masih duduk di kursi pendidikan SMA yang biasanya menginjak

usia 17 tahun ke atas, dan mahasiswa yang menginjak perguruan tinggi yang

identik dengan umur 21 tahun yang masih memiliki jiwa nasionalisme dan paham



tentang politik yang benar dan politik yang salah sehingga disebut dengan agen of

change atau lebih tepatnya disebut dengan pelaku perubahan.

Pemilih pemula masih di pengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu

terutama oleh orang terdekat seperti angota keluarga, mulai dari orang tua hingga

kerabat sehingga pemilih pemula merupakan sasaran yang tepat dari partai politik

dalam memperoleh suara ini kurangnya pendidikan politik yang mereka dapatkan.

Pada saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada dalam

hal berpolitik tentunya perlu pencerdesan melalui pendidikan politik bagi siswa

sebagai pemilih pemula dalam politik dalam konteks ini dilihat dari pemilihan

umum yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bagi siswa kekaburan atau tidak

terlalu paham tentang pandangan politik yang menimbulkan aspek negatif

sehingga menumbuhkan citra yang negatif pula. Misalnya masih adanya

fenomena politik uang (money politic), serangan fajar dan lain sebagainya. Hal ini

berarti aspek-aspek praktis dari sistem politik yang berlaku lebih berpengaruh

dalam pembentukan persepsi kesadaran siswa tentang budaya politik yang kurang

benar. Banyak negara berkembang pendidikan politik dan pendidikan demokrasi

sering dianggap sebagai “taken for granted or ignored”, yakni dianggap akan

terjadi dengan sendirinya (Gandal dan Finn dalam Winatapura, 2005:2).

Pendidikan demokrasi sebaiknya ditempatkan sebagai bagian integral dari

pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan lewat dua

jalur, yakni lewat pendidikan formal dan pendidikan non formal dalam

masyarakat. Pendidikan politik berperan sebagai maintance atau persistence,

untuk memelihara sebuah sistem politik (Almond, dalam Cholisin, 2000:63)

Dalam jalur pendidikan formal sebagaimana kita ketahui dan alami

penanaman kesadaran politik dilakukan baik melalui kegiatan-kegiatan intra

maupun ekstra kurikuler, sedangkan dalam jalur non formal dan informal proses

tersebut berjalan melalui komunikasi sosail secara timbal balik, di lingkungan

keluarga, organisasi-organisasi kemasyarakatan serta forum kemasyarakatn

lainnya. Pemilih pemula sebagai target banyak partai untuk mengiring opini

merka, karena secara psikologis sangat mudah diombang-ambingkan. Oleh karena

itu, ketersediaan akses informasi pemilu yang bersifat netral sangat diperlukan



agar pemilih pemula ini benar-benar dapt menentukan aspirasi mereka secara

murni, bukan karena digiring atau sebagainya. Mereka masih awam terkait dengan

pengetahuan politik dan hakikat pemilu itu.

Tentunya dalam era ini peserta didik perlu penanaman keasadaran politik

dalam konteks sekala pemula dengan melihat sejauh mana peran pendidikan

politik dalam rangka menyadarkan sikap seseorang atau peserta didik dalam

berpartisipasi politik. Pembelajaran berpolitik hanya sesaat, sehingga setelah

perhelatan pemilihan umum selesai makai selesailah tugas mereka sebagai

anggota masyarakat dalam berdemokrasi. Padahal pemahaman dan etika

berdemokrasi sangat diperlukan sepanjang mereka sebagai warga negara dan

generasi penerus bangsa untuk memajukan budaya politik yang terpuji.

Mengacu pada pemilu serentak 2019 tentu menjadi tantangan dan peluang

bagi seluruh elemen bangsa termasuk juga para pemilih pemula dalam perbaikan

sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Agar pemilu serentak 2019 dapat

terlaksana dengan baik diperlukan kesungguhan dari pemerintah dan anggota

parlemen untuk tidak terjebak dalam permainan politik yang oportunis dan

pragmatis, penyelenggaraan pemilu serentak 2019 harus menjadi referensi sistem

pemilu baru di Indonesia. Sebagai upaya melihat aspek-aspek apa yang perlu

dilakukan dalam suksesi pelaksanaan pemilu serentak 2019. Agar lebih

memperjelas mengenai pemilih pemula dalam pemilihan umum, diantara ini

peneliti akan memaparkan penelitian mengenai pemilih pemula dalam pemilihan

umum yang telah di lakukan para peneliti sebelumnya. Diawalali oleh penelitian

yang dilakukan oleh Rachmat dan Esther (2015) sebagai anggota praja di Institut

Pemerintahan Dalam Negeri dengan judul “Perilaku Pemilih Pemula dalam

Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015” dengan

kesimpulan bahwa dengan cara pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan

rasional mampu untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan cara berperilaku

baik, peran keluarga dalam sosiologis dan mampu memilih pilihan secara

rasional.



Hasil dari studi dilapangan berkenaan dengan pendidikan politik bagi

siswa sebagai bagian masyarakat pemilih pemula dalam Pemilu bahwa diharapkan

dapat dijadikan proses pembelajaran untuk memahami kehidupan bernegara.

Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok ini rentan dijadikan

sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Bentuk

partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yaitu pemberian suara,

kampanye, dan berbicara masalah politik serta dalam studi pendahuluan ini ada 6

informan yang diwawancarai terkait pemilih pemula dalam pemilihan umum

Tahun 2019 .

Faktor-faktor pendukung partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu

yaitu Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Pemilih pemula

terdorong untuk ikut berpartisipasi. Pemilihan Umum karena ada rangsangan dari

media masa atau eletronik. kedua berkenaan dengan karakteristik sosial

seseorang. Para pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang

berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula

cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat.

Mereka mau berpartisipasi dalam pemilu dengan datang ke TPS dimana mereka

tinggal sesuai dengan undangan yang mereka dapat. Ketiga, menyangkut sistem

politik dan sistem partai tempat seorang individu itu hidup.

Para pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang

berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula

cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka, peran mereka

sebagai masyarakat. keempat ialah berupa perbedaan regional. Hampir setiap

daerahnya aman dan kondusif, sehingga semua masyarakat dapat berpartisipasi

dalam pemilu termasuk para pemilih pemula. Para pemilih pemula berpartisipasi

dalam pemilu berdasarkan keinginan mereka sendiri, tidak adanya arahan dari

pihak lain, tidak adanya suatu hal yang otoriter. Faktor-faktor penghambat

partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yaitu adalah kesibukan kegiatan

sehari-hari, perasaan tidak mampu, dan larangan dari pihak keluarga.



Merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

terdahulu dapat simpulkan bahwa sikap pemilih pemula dapat sangat berpengaruh

dalam pemilihan umum presiden dan legislatif sebagaimana yang diatur dalam

undang-undang. Oleh karena itu berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka

peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “Analisis sikap siswa

SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan Presiden dan Legislatif 2019”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap siswa

SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum Presiden dan Legislatif

2019?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, yang menjadi

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil analisis

sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum Presiden dan

Legislatif 2019.

1.3 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik

secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1.3.1 Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk siswa

mengenai pemilihan umum bagi pemula dan memberikan sumbangan pemikiran

atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap kajian ilmu serta menjadi

sumber wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca berkaitan dengan analisis

sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum presiden dan

legislatif 2019 dan semoga bisa  menjadi rujukan untuk setiap para peneliti

selanjutnya.



1.3.2 Manfaat secara praktis

1.3.2.1 Manfaat bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi siswa mengenai analisis

sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum presiden dan

legislatif 2019.

1.3.2.2 Manfaat bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti tentang analisis sikap siswa SMA sebagai

pemilih pemula dalam pemilihan umum presiden dan legislatif 2019.

1.4.2.3 Manfaat bagi sekolah

Menambah dan memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana

pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus sebagai pemilih pemula dan

masyarakat secara umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sikap

Sikap manusia merupakan prediktor yang utama bagi perilaku (tindakan)

sehari-hari, meskipun masih ada faktor-faktor lain, yakni lingkungan dan

keyakinan seseorang. Hal ini berarti bahwa kadangkadang sikap dapat

menentukan tindakan seseorang, tetapi kadangkadang sikap tidak mewujud

menjadi tindakan. Pertimbangan akan segala dampak positif dan negatif suatu

tindakan turut menentukan apakah sikap seseorang menjadi tindakan yang nyata

ataukah tidak.

Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai,

sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinterakasi satu sama lain dan kemudian

berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku.

Kata lain di samping sikap, faktor utama lain yang mempengaruhi  tindakari

seseorang adalah norma sosial. Menurut Theory of Reasoned Action (Ajzen &

Fishbein,(1980:444), di antara variabel sikap dan perilaku (tindakan) ada variabel

yang mengantarainya yaitu maksud (disposisi). Seseorang yang akan melakukan

suatu tindakan didasari oleh maksud tertentu. Teori ini menempatkan sikap di

tempat yang sentral dalam kaitannya dengan tindakan manusia, sikap mereka

katakan sebagai fungsi keyakinan. Seseorang yang yakin biihwa tindakan yang

akan dilakukan menimbulkan dampak positif pada dirinya, ia akan bersikap

cenderung melakukan tindakan tersebut. Demikian pula sebaliknya jika ia yakin

tindakan yang akan dilakukan berdampak negatif pada dirinya, ia bersikap

menolak melakukan tindakan tersebut. Hal ini disebut behavior belief.



Di samping keyakinan pribadi behavior belief, keyakinan kelompok

(group belief) juga turut menentukan tindakan seseorang. Apabila orang tersebut

yakin bahwa tindakannya itu akan disetujui oleh kelompoknya atau Iingkungan

sosialnya, maka dia akan melakukannya. Sebaliknya jika ia yakin bahwa

lingkungan sosialnya tidak akan mendukungnya maka ia tidak bermaksud

melakukan tindakan tersebut. Menyadari akan sikap kompleks seperti yang

diuraikan di atas, perlu dipikirkan bahwa hal-hal sikap perlu untuk diajarkan

sehingga sifat tersebut dapat berubah dan dengan sikap tersebut dapat diukur

mengenai sikap pemilh pemula dan pemilu.

2.1.1  Sikap Siswa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional, menjelaskan bahwa siswa adalah “anggota masyarakat yang

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Artinya, tidak ada dua individu

yang sama. walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, tetapi

pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik bakat, minat, kemampuan dan

sebagainya. disamping itu, setiap individu juga adalah makhluk yang sedang

berkembang.

Hamalik (2001:99), Murid adalah “Salah satu komponen pengajaran,

disamping faktor guru, tujuan dan metode pengajaran sebagai salah satu

komponen yang terpenting diantara komponen lainnya.” Pada dasarnya “ia”

adalah unsur penentu dalam proses mengajar. Tanpa adanya murid, sesungguhnya

tidak akan terjadi proses pengajaran.

Berdasarkan pengertian di atas, siswa adalah komponen terpenting selain guru

dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar (KBM) disekolah. Sedangkan

Pengertian dari Persepsi Siswaadalah sebagai pandangan atau tanggapan siswa

terhadap objek tertentu melalui panca indera berdasarkan faktor pengalaman dan

pengertahuan sendiri.



Proses belajar mengajar di sekolah menempatkan siswa sebagai komponen

yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Siswa adalah subyek sekaligus

objek dalam proses belajar mengajar, sebab siswalah yang melakukan belajar dan

siswa pula yang menjadi tujuan belajar. Proses belajar diharapkan siswa

mengalami perubahan pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan yang

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Abdurahman (2009:51) mengatakan:

“anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi

edukatif. Ia dijadikan sebagai pokok persoalan dalam semua gerak kegiatan

pendidikan dan pengajaran”. Berarti siswa menduduki posisi yang menentukan

kelangsungan proses belajar serta pencapaian tujuan belajar.

2.1.2 Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan bentuk konkret dari demokrasi prosedural,

walau demikian demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum secara harfiah,

namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat

mendasar yang juga perlu dilakukan secara demokratis. Oleh hal itu, biasanya di

negara-negara yang menanamkan diri sebagai negara demokrasi membiasakan

untuk melakukan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik di

bidang legislatif dan ekesekutif dari tingkat teratas sampai terendah. Demokrasi

dan pemilu yang demokratis saling merupakan “qonditio sine qua non”,the one

can not exist withou the others.

Demokrasi dan proses demokratisasi secara kualitatif substansial tidak

cukup hanya dengan dipenuhinya atribut-atribut formal demokras, seperti adanya

lembaga perwakilan, adanya lebih dari satu partai politik yang bersaing dalam

pemilu, dan adanya pemilu yang periodik (Mukhthie,1997:73). Demokrasi dan

proses demokratisasi harus didasarkan pada standard-standard hak asasi manusia

(HAM) agar lebih bermakna partisipatoris dan emansipatoris, sebab kalau tidak,

demokrasi akan mudah dikooptasi dan diselewengkan.

Seluruh demokrasi yang terbaru akan melakukan pemilihan, tetapi tidak

semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan



sekedar bentuk, tetapi pemilihan yang demokratis harus jujur, memiliki waktu

yang tetap, luas dan definitif menentukan pemimpin.

Ukuran bahwa suatu pemilu demokratis atau tidak harus memenuhi tiga

syarat (Merloe, 1994), yaitu a) ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan

pemupukan HAM b) terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang

menghasilkan pemerintahan yang legitimate, dan c) terdapat persaingan yang adil

dari para peserta pemilihan umum.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk pertama kali

diadakan pada tanggal 6 Juli 2004 sesudah selesainya pemilihan umum anggota

DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut pemilu legislatif) tahun 2004 dan

untuk kedua kalinya dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 juga setelah selesainya

pemilu legislatif tahun 2009.

Berdasarkan uraian mengenai pemilu di atas dapat disimpulkan menganai

pemilihan umum ialah salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang

yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan

melaksanakan pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk

mengisi jabatan-jabatan politik terntentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka

ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai

Kepala Desa.

2.2 Pemilih Pemula

Pemilih pemula di Indonesia terbagiatas tiga kategori. Pertama pemilih

yang rasional yakni pemilih yang benar benar memilih partai berdasarkan

penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih

yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni

pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia

pemilih. Pasal I ayat (22) UU No. l0 Tahun 2008 menelaskan bahwa pemilih

adalah warga negara. Indonesia yang telah genap berumur I7 (Tujuh belas) tahun

atau lebih atau sudah/belum kawin. Kemudian pasal 19 ayat ( I dan 2) UU No. l0



Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah

warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pilkada dalam daftar

pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur l7 (Tujuh belas)

tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. (Nuansa Aulia, 2011:2)

Merujuk dari beberapa definisi pemilih pemula dapat penulis simpulan

bahwa pemilih  pemula adalah warga-negara yang di daftar oleh penyelenggara

pilkada dalam daftar pilkada. Baru mengikuti pilkada (memberikan suara)

pertama kali sejak pilkada yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia

l7-21 tahun. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus

mahasiswa serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pilkada)

selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik yaitu mereka yang masih

memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan

kemampuannya ke tingkat yang lebih optimal agar dapat berperan dalam bidang

politik. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus mahasiswa

serta pekerja muda. Pemilih pemula Dalam ritual demokrasi (pemilu) selama ini

sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan

pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya

ketingkat yang lebih optimal agar dapat berperan dalam bidang politik. Dari

definisi di atas bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu (undang-undang Republik

Indonesia No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum) :

1. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah

berumur l7 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.

2. Baru mengikuti pilkada (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu

yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia l7-21 tahun.

3. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Sehingga dalam bidang politik dalam hal ini demokrasi yang dibalut dalam

pemilihan  umum presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 setiap orang

berhak untuk melaksanakan proses pemilihan umum dengan sesuai undang-

undang diatas yang dalam hal ini menjadikan ciri-ciri untuk pemilih pemula.



2.2.1 Demokrasi

Ide demokrasi ini erat kaitannya dengan pengembangan civil society di

Indonesia, khususnya dalam rangka perluasan fungsi dan optimalisasi peran aktif

warga negara yang harus dilakukan dengan cerdas dan baik dalam membangun

masyarakat yang benar-benar demokratis sesuai dengan konteks negaranya maka

tidak dapat dipungkiri pentingnya pendidikan politik khususnya mengenai

pendidikan demokrasi bagi warga negara.

Implikasi dari pandangan tersebut maka diperlukan pendidikan yang baik

yang memungkinkan warga negara mengerti, menghargai kesempatan dan

tanggung jawabnya sebagai warga negara yang demokratis. Pendidikan tersebut

menurut Gandal dan Finn (1999:3) pendidikan yang bukan hanya sekadar

memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, akan tetapi juga menghasilkan

warga negara yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu

dan berpandangan jauh ke depan (futuristik). Namun, hal tersebut bukan berarti

pendidikan demokrasi sebagai mata pelajaran yang terisolasi, akan tetapi harus

dikaitkan dengan pelajaran lainnya.

Berkenaan tentang definisi demokrasi yang telah penulis Gandal dan Finn

(1999: 45) perlu dikembangkan model school-based democracy education. Model

tersebut, antara lain Perhatian cermat diberikan kepada the root and branches of

the democratic idea, atau   landasan dalam bentuk-bentuk demokrasi, adanya

kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi di

negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan

demokrasi yang diterapkan di negaranya dalam beberapa kurun waktu tersedianya

kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di

negara-negara di dunia sehingga para siswa memiliki wawasan yang luas tentang

aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks.

Prakondisi yang harus diciptakan untuk mewujudkan masyarakat yang

demokratis adalah melibatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan demokrasi



tersebut. Untuk itu, peran pendidikan demokrasi sangat penting untuk mencapai

kondisi ideal kehidupan demokrasi tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi pemilih pemula dalam proses

demokrasi pemilihan umum sangat lah dibutuhkan untuk mewujudkan sikap

peduli pemula dalam pemilihan umum presiden dan legislatif 2019.

2.2.2 Pendidikan Politik

Inti pendidikan politik ialah pemahaman aspek-aspek politik dari setiap

permaslahan. Dan pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Banyaknya

konflik di masyarakat manusia itu disebabkan oleh adanya kontroversi,

perbedaan, aneka ragam fikiran dan tindakan/perilaku manusia dalam masyarakat.

Juga disebabkan olehnya ada persamaan keinginan dan tingkah laku, sehingga

memunculkan persaingan, kompetisi, konkurensi dan konflik. Oleh karena itu

hidup bermasyarakat itu adalah hidup di tengah banyak dimensi konflik dan

ketegangan. Politik merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perjuangan

kolektif dengan segenap kebijakannya untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif

terntu dengan proses mempengaruhi individu agar dia memperoleh informasi

lebih lengkap, wawasam lebih jernih, dan keterampilan politik yang lebih obyektif

lingkungan sekitarnya, terutama kondisi politik yang mengitari dirinya (Parson,

2015:15)

Dengan demikian pendidikan politik mendorong peserta didik untuk lebih

a; Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik b; berani bersikap tegas

memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap c;

aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/ perorangan, dan

demokratis semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara d; sanggup

memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi

dengan keamanan dan kesajahteraan hidup bersama (Kartono, 1996: 169).



Keempat hal tersebut apabila aktivitas-aktivitas tersebut di atas dicekal atau

dilarang, pasti pendidikan politik akan menjadi pendidikan politik yang semu,

pada hakekatnya adalah identik dengan dengan omong kosong besar dan dusta

akbar. Pendidikan politik bukan hanya pemahaman peristiwa-peristiwa politik dan

konflik yang diutamakan, akan tetapi orang justru menekankan aktivitas politik

secara sadar dan benar sesuai dengan azas-azas demokrasi sejati. Politik itu bukan

monopoli para pemimpin, kaum berduit dll. Akan tetapi milik bersama (Kartono,

1996: 157)

Inti dari pendidikan politik adalah untuk memberikan pengetahuan kepada

pemilih pemula dalam hal ini adalah siswa yang pemahamannnya lebih mengenai

ke aspek-aspek politik dari setiap permasalahan.

2.2.3 Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan

pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Terdapat beberapa

daerah wilayah yang merupakan kumpulan komunitas masyarakat yang terbentuk

atas dasar sistim kekerabatan dan paguyuban berdasarkan keturunandan yang

menjadi pemuka masyarakat tersebut berasal dari keluarga atau kerabat asli

keturunan dari orang yang dipandang terkemuka dari segi sosial ekonomi atau

terkemuka karena ketokohannya sehingga warga masyarakat seringkali

menyandarkan diri dan sikapnya terhadap pemuka/tokoh masyarakat tersebut.

Sikap ini mencerminkan adanya dominasi ketokohan yang berperan untuk

menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga bergantung pada pemuka

tersebut.

Kecenderungan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku

masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi, sosial politik maupun

sosial budaya terbatas pada adanya sistem ide atau gagasan dari pemuka

masyarakat untuk memodifikasi sistem sosial dan sistem budaya yang sudah

mapan dalam kehidupan masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan dinamika

masyarakat Faktor ini menjadi kendala bagi kandidat atau calon legislatif untuk



menerobos masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut dalam rangka

sosialisasi atau sekedar silaturahmi. Jika calon Iegislatif berhasil masuk ke dalam

komunitas masyarakat tersebut, hanya sebatas etika pergaulan masyarakat yaitu

menerima setiap tamu yang bersilaturahmi tetapi tidak akan mengikuti apa yang

diinginkan oleh kandidat/calon legislatif yang bersangkutan.

Komunitas masyarakat yang heterogen cenderung lebih bersifat rasional,

pragmatis, tidak mudah untuk dipengaruhi, terkadang memiliki sikap ambivalen,

berorientasi ke materi. Sikap dan pandangan untuk memilih atau tidak memilih

dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi

politiknya ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan, tidak

mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu. Ada

berbagai cara untuk mengukur konsep “kewajiban warga” dalam konteks ikut

serta dalam pemilu atau pilpres mengenai perilaku memilih misalnya, hal itu

ditunjukkan dengan adanya persepsi merasa bersalah kalau tidak ikut memilih

(Kartono, 1996: 7)

Perilaku pemilih pemula dijadikan sebagai acuan tingkah laku peserta

didik untuk menentukan pilihannya dapat disimpulkan bahwa perilaku berpolitik

ini jangan hanya berkembang di kota-kota besar melainkan juga pada tingkatan

siswa sebagai pemilih pemula. Bila ini terjadi kita akan mengalami ketimpangan

dalam perilaku memilih atau kesadaran berpolitik sehingga akan menimbulkan

gejolak sosial.

2.3 Partisipasi Politik

Partisipasi politik pada dasarnya hal ini adalah rangkaian yang dilakukan

oleh masyarakat Indonesia dalam rangkaian proses aturan untuk pemumutan suara

untuk tujuan memrubah yang di lakukan pemerintah. Secara etimologi kata

partisipasi berasal dari kata latin “Pars” dan “capere”. “Pars”, berati pengalan-

pengalan dan capere berarti, ikutserta. Maka dapat diartikan partisipasi adalah

“ikut serta mengambil bagian”. selanjutnya dalam bahasa lain (inggris), disebut

participate atau participation berarti mengambil keping atau mengambil fungsi.



Menurut Miriam Budiardjo (2008: 367), sebagai pengertian mendasar dapat

disebut bahwa ikut serta politik ialah proses warga negara masyarakat atau

sekelompok warga demi terlibat berpesta demokrasi baik secara penuh dan peduli

mulai kepeduliaan pemilihan umum, seperti halnya dengan cara memilih kepala

negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan

pemerintah public policy. Proses ini memiliki aktivitas seperti membagi suara

dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan

contacting atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen,

menjadi anggota partai, atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan

sebagainya.

Kepeduliaan politik bisa ditafsirkan merupakan rancangan sebagian warga

untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Aktivitas ini bisa berbentuk mencari

pemimpin negara atau merubah peraturan publik. Menurut Ramlan Surbakti

partisipasi politik adalah keikut sertaan warga negara biasa dalam menentukan

segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya. Partisipasi

politik dapat diartikan sebagian kegiatan sekolompok orang untuk ikut dalam

kegiatan politik. Kegiatan ini dapat berupa memilih kepala daerah atau

mempengaruhi kebijakan pemerintah. (Ramlan, 2007:150) dalam partispasi

politik di negara berkembang, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara

preman (private citizen), yang bermaksud mempengaruhi keputusan pemerintahh.

Fakta tersebut juga mengandung arti bahwa semakin kuat perasaan wajib

memilih pada seseorang, semakin kuat pula kecenderungan untuk ikut memilih.

Ini berarti bahwa menurunya tingkat partisipasi dalam pemilu dan pilpres

disebabkan oleh menurunnya perasaan wajib untuk ikut pemilu atau pilpres

tersebut di masyarakat.

2.3.1.  Generasi muda dalam pemilihan

Menurut Poerwadarminta(1976: 314), generasi dapat dijelaskan oleh

waktu orang-orang tersebut. Sedangkan kata “Muda”menurut beliau ialah belum



sampai setengah umur, atau masih-muda. Pandangan umum tentang politik

terhadap siswa dapat dipahami, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Kita melihat betapa perlunya menyosialisasikan kesadaran politik bagi siswa ke

dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan

kemasyarakatan, dimana kehidupan politik merupakan salah satu seginya, dan

karena tujuan yang demikian itu adalah juga merupakan tujuan dari pendidikan,

baik formal maupun informal. Tingkat kesadaran pemilih pemula.

2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan kerangka usulan analisis, dibuat dengan

menghubungkan beberapa variabel dari studi pustaka. Kerangka ini menunjukan

keterkaitan antar variabel yang dijelaskan dalam studi pustaka menganalisis sikap

siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan Presiden dan Legislatif

2019

Maka dengal hal ini dapat disimpulkan mengenai peserta didik sebagai

pemilih pemula dalam berdemokrasi merupakan suatu hal yang perlu dalam

memberikan asupan kepada peserta didik guna untuk dalam berpartisipasi dalam

hal politik pemilih pemula, tentunya dari hal ini di lihat seberapa jauh tingkat

kesadaran peserta didik terhadap politik. Penelitian ini memiliki maksud ingin

menganalisis sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan Presiden

dan Legislatif 2019. Kerangka berfikir secara umum disampaikan dalam bagian

bagan bersisi tentang suatu rancangan yang disusun peneliti guna menggambarkan

konsep umum terkait apa saja yang akan membuat permasalahan dalam penelitian

dapat terpecahkan. Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiono 2016: 60) “Kerangka

berfikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Kerangka Berpikir

Sumber: Data primer diolah, tahun 2018

Bagan: 2.1 Kerangka Berfikir

Peran Lingkungan dan
Masyarakat

Peran Sikap Siswa Sebagai
Pemilih Pemula

Analisis sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula
dalam pemilihan Presiden dan Legislatif 2019

Faktor penyebab Moneey PolitikFaktor-Faktor penghambat
Partisipasi Politik



2.5   Alur Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka alur penelitian yang akan

digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Sumber: Data primer diolah, tahun 2018

Bagan: 2.2 Alur Penelitian

Tahap Persiapan
Tahap AkhirTahap

pelaksanaan

Studi Pendahuluan

- Studi literatur

- Studi lapangan

- Menentukan sampel

sebagai objek

penelitian

Pengolahan
data dan
analisis data
penelitianMelakukan

Analisis sikap siswa
SMA 1 Indralaya Utara

Pembahasan
dan
penyusunan
laporan
penelitian

Kesimpulan

Menyusun
instrumen
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